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ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan redaksi pada
Diktum KESATU huruf b yang semula tertulis “ jumlah dukungan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebar di lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Tanjung

»

Jabung Timur menjadi jumlah dukungan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, yaitu 6 (enam) kecamatan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Syarat Jumlah dan

Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun
2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah : Undang-
Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukkan
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi, Riau (
Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 735); Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
Dengan Mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera
Tengah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755); Undang-
Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903); Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan = Gubernur, Bupati = dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota



dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1586); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 78 /HK.03.1-Kpt/ 1507 /KPU-Kab/IV/2019 tentang
Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 112/PP.01.2-
Kpt/ 1507 /KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Nomor115 Tahun 2019 diatur tentang :
bahwa Diktum KESATU huruf b yang semula tertulis “ jumlah
dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebar di
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirubah menjadi ” jumlah
dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebar di
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 11 (sebelas) kecamatan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu 6 (enam)

kecamatan.



CATATAN :

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 26
oktober 2019.

Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 114 Tahun
2019 Tentang Penetapan Sarat Jumlah Pesebaran Dukungan
Pasangan Calon Perseoranagn Dalam Pemilhan Bupati dan
Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 terkait
dengan perubahan ketentuan Diktum kesatu Huruf b diubah.



